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Segala puji bagi Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-
Nya, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Sholawat bersertakan salam tak
lupa pula Kkita haturkan kepada junjungan kita Nabi kita yakni Nabi Muhammad
SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, karena berkat karunia-Nya kita dapat

menikmati hidup yang penuh dengan keimanan serta ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Kinerja
Pemerintah Desa Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang
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Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Tata Negara.
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kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam

menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:
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Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Curup sekaligus Pembimbing
Akademik penulis.
Bapak David Aprizon Putra, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Hukum
Tata Negara (HTN) IAIN Curup sekaligus penguji Il dalam skripsi ini.
Bapak Tomi Agustian, S.H.l.,M.H selaku pembimbing Il dalam penulisan
skripsi ini.
Ibu Elkhairati, M.A selaku penguji | dalam skripsi ini.
Seluruh dosen IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan
kepada penulis selama berada dibangku kuliah.
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Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak
dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan serta kebaikan semuanya,

semoga apa yang sudah diberikan akan mendapatkan manfaat serta bernilai
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ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis juga sangat
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para
pembaca. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan
dan kekurangan. atas kritik dan saran dari pembaca, penulis mengucapkan
terima kasih dan semoga menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya
lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

para pembaca sekalian.

Curup, 2022

Penulis,

Arnita Nur Rohmah

NIM. 18671003
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MOTTO

“Jangan mundur sebelum mencoba, beban berat itu hanya ada
pada pikiran, coba dulu nanti akan terbiasa!!!”

“Susah, tapi bismillah”

(Arnita Nur Rohmah)
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TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
DESA DALAM PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG PELAYANAN PUBLIK

(Studi Kasus di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti)

Abstrak

Pada dasarnya semua manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara
realita dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan
manusia. Tuntutan adanya pelayanan yang berkualitas disetiap daerah dan kualitas
pelayanan yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang
ditunjukkan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja
pemerintah desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun
2009 dan ditinjau dari segi figh siyasah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data
yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer
diperoleh secara langsung di lokasi penelitian di Desa Tri Sakti melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dan
kemudian data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan ternik analisis
data yang bersifat induktif.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, pertama,
kinerja pemerintah desa Tri Sakti dalam memberikan pelayanan sudah berjalan
secara maksimal, namun ada beberapa hal yang belum berjalan dengan baik,
karena masih ada yang belum terpenuhinya asas-asas dalam pelayanan publik,
kedua, ditinjau dari segi figh siyasah kinerja pemerintah desa Trisakti belum
sepenuhnya dilakukan sesuai dengan figh siyasah. Dikarenakan masih ada
pemerintah desa Tri Sakti yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya.
Seharusnya kinerja pemerintah desa sesuai dengan prinsip amar ma’ruf nahi
munkar.

Kata Kunci: Figh Siyasah, Kinerja Pemerintah Desa, Pelayanan Publik
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya semua manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara
realita dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan manusia. Masyarakat selalu menuntut pelayanan yang berkualitas
dari pemerintah, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan
harapan.*

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, yakni Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,
jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.’

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 disebutkan bahwa
Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Selanjutnya pada
Pasal 25 menyebutkan bahwa Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang

dibantu oleh perangkat desa atau yang di sebut dengan nama lain.?

' Tahir Nurbiah, Motivasi Kerja Pegawai Pelayanan Publik di Sekretariat Pemerintah
Daerah Kabupaten Takalar, Jurnal Ad’ministrare 3, no. 3 (2016): 4.

? Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Pelayanan Publik (UU RI No. 25 Tahun 2009),
(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 4.

* pasal 23, 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
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Pemerintahan desa yang demokratis adalah pemerintahan yang terbentuk
oleh masyarakat itu sendiri dan bukan merupakan hasil dari campur tangan
para penguasa. Dengan demikian, dapat diakui bahwasannya pemerintahan
jenis ini menjadi kekuatan utama penggerak pemerintahan desa. Namun yang
terjadi di tingkat pemerintahan terendah yakni desa masih terdapat banyak
kejadian-kejadian yang menyangkut rendahnya pelayanan pemerintahan
kepada masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas.*

Masyarakat sangat membutuhkan berbagai macam pelayanan untuk
memenuhi  kebutuhannya, sehingga tugas pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah saat ini adalah bagaimana memberikan pelayanan yang
mampu memuaskan masyarakat. karena kualitas layanan menjadi
kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat
dari semua kalangan.®

Pada dasarnya dibentuknya pemerintahan bertujuan untuk menjaga suatu
sistem. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi
untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap
anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya
demi mencapai kemajuan bersama. Pelayanan masyarakat menjadi suatu

tolok ukur Kinerja pemerintah, dimana keberhasilan dalam membangun

* Lumempow, Viola, Johnny Posumah, dan Helly Kolondam, Evaluasi Kinerja

Pemerintah Desa Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi (Studi di Desa Kotamenara Kecamatan
Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan), Jurnal Administrasi Publik 7, no. 103 (2021): 39.

> Suandi, Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan
Indeks Kepuasan Masyarakat Di Kantor Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, Jurnal limu
Administrasi dan Studi Kebijakan 1, no. 2 (2019): 13-14.



kinerja pelayanan secara profesional, efektif, efisien dan bertanggung jawab

akan menjadikan citra positif pemerintah di mata masyarakatnya.®

Agar kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat tercapai secara maksimal, maka Pemerintah Desa di Desa Tri

Sakti seharusnya mengacu pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun

2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa penyelenggaraan

pelayanan publik harus bersasaskan pada:

1.

2.

10.

11.

12.

Kepentingan umum,

Kepastian hukum,

Kesamaan hak,

Keseimbangan hak dan kewajiban,
Keprofesionalan,

Partisipatif,

. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif,

Keterbukaan,

. Akuntabilitas,

Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan,
Ketepatan waktu, dan
Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.’

Merujuk pada ayat yang berkaitan tentang pentingnya kerja, salah satunya

Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah (9) 105:

® Fatnuriawan Ayok. Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Upaya Meningkatkan

Mutu Pelayanan Publik Di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, Skripsi (Diss.
Universitas Negeri Malang, 2014), 23.

” Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
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Artinya: "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan
kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan
yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu
apa yang telah kamu kerjakan. "

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Islam sangat membenci orang yang
malas dan bergantung kepada orang lain. Seharusnya kaum muslim harus
memiliki Kinerja yang tinggi. Karena Islam mengajarkan agar umatnya harus
mengawali kerja dengan niat yang utamanya untuk ibadah pada Allah. Selain
itu tidak melakukan pekerjaan yang haram seperti korupsi dan merampok.
Kemudian tidak meragukan orang lain, saling meridhai, tidak ada unsur
penipuan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Namun dalam
prakteknya belum semua umat menerapkan ajakan dan peringatan Allah

tentang kerja.’

Tuntutan adanya pelayanan yang berkualitas disetiap daerah, dan
Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang
ditunjukkan di lapangan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti,
menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa Tri

Sakti sudah berjalan dengan maksimal, akan tetapi masih ada keluhan dari

® Departemen Agama RI, Al-Kafi Mushaf Al-Qur’'an, (Bandung: CV Penerbit

Diponegoro, 2006), 203.

° Nabila, Aisyah, Maya Sari Dewi, dan Samsir Damanik, Tafsir Ayat-Ayat tentang
Motivasi K erja, Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies 2, no. 3, (2021):
73.



beberapa masyarakat terkait dengan pelyanan yang diberikan oleh pemerintah
desa Tri Sakti dan masih ada yang belum terpenuhinya beberapa asas-asas
yang yang terdapat pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, yang seharusnya dapat dipenuhi oleh pemerintah
desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan masyarakat juga
mendapatkan pelayanan yang diinginkan sehingga terciptanya pelayanan

yang baik.

Sehingga mendorong peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana
kinerja pemerintah desa Tri Sakti dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Terkait dengan asas-asas apa saja yang belum terpenuhi. Oleh
sebab itu penulis memilih untuk memecahkan masalahnya melalui karya
ilmiah yang berjudul: “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PASAL 4 UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (Studi

Kasus di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti) ”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah
untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti?



2. Bagaimana tinjauan figh siyasah terhadap kinerja pemerintah desa dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat di Desa Tri Sakti Kecamatan
Megang Sakti?

C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini lebih fokus, efektif dan mendalam, maka penulis
membuat permasalahan penelitian yang diangkat perlu di batasi agar tidak
terjadi kekeliruan dalam penelitiannya, berhubungan dengan penelitian yang
akan di bahas yaitu kinerja pemerintah desa Tri Sakti Kecamatan Megang

Sakti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam Pasal 4

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan

ditinjau dari segi figh siyasah.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti.

2. Untuk megetahui tinjauan figh siyasah terhadap kinerja pemerintah desa
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Desa Tri Sakti
Kecamatan Megang Sakti.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu

hukum diindonesia dan khususnya perkembangan pada hukum tata

negara.



b. Sebagai salah satu referensi dalam melengkapi kajian para peneliti
selanjutnya yang berniat meneliti mengenai masalah-masalah tentang
Kinerja pemerintahan.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dalam menerapkan ilmu

yang telah diperoleh di bangku kuliah.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada
pemerintah Desa Tri Sakti dalam mewujudkan kinerjanya dalam
memberikan pelayanan yang baik, yang memenuhi aspirasi, tuntutan
dan kebutuhan masyarakat.

F. Kajian Literatur

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tumpang tindih dengan penelitian

yang sebelumnya dan agar tidak terjadi pengulangan penelitian. Maka peneliti

telah melukukan kajian literatur, baik kajian literatur dalam hasil penelitian
atau dalam bentuk buku. Berikut kajian literatur yang digunakan oleh peneliti
antara lain:

1. Skripsi Risti Yuli Prawesti Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung 2018, dengan judul “Kinerja Kepala Desa dalam
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Figh
Siyasah (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten

Lampung Selatan ”.*°

'® Risti Yuli Prawesti, Kinerja Kepala Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa Perspektif Figh Siyasah (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten
Lmapung Selatan), Skripsi (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018).



Dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja kepala desa di Desa
Sidoharjo dalam menjalankan pemerintahan desa Sidoharjo belum berjalan
secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari kurang aktif, kurang komunikasi
dan kurang bekerjasama antara kepala desa dan aparat desa dan
masyarakat desa. Dalam perspektif figh siyasah kepala desa di desa
Sidoharjo belum berjalan sesuai dengan figh siyasah karena masih adanya
keluhan dari masyarakat tentang kinerja kepala desa yang tidak amanah
dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin. Perbedaan dengan judul yang
saya ambil yaitu terletak pada latar belakang, saya menggunakan Kinerja
seluruh pemerintah desa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat
berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik, sedangkan Skripsi Risti Yuli Prawesti hanya fokus kepada kepala
desa dalam pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang
Nonor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Skripsi Delvi Otista Maria. Fakultas IImu Sosial dan Politik Universitas
Medan Area 2017, dengan judul “Analisis Kinerja Pegawai Kantor Desa
Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat (studi
kasus di Kantor Desa Siabu Kecamatan Salo Kabupaten Kampar) "

Dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan administrasi penduduk
yang dilakukan oleh pegawai kantor desa Siabu masih belum optimal.
Diketahui pula bahwa kedisiplinan pegawai kantor desa Siabu masih

belum bisa di katakan baik, dan masih kurang tanggap terhadap keluhan

" Delvi Otista Maria, Analisis Kinerja Pegawai Kantor Desa dalam Memberikan

Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat (Studi Kasus di Kantor Desa Siabu Kecamatan Salo
Kabupaten Kampar. Skripsi (Medan: Fak. llmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area, 2017).



masyarakat dalam memberikan palayanan. Perbedaan dengan judul yang
saya ambil yaitu terletak pada latar belakang, saya menggunakan kinerja
pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
umum baik dari tuntutan maupun dari aspirasi masyarakat setempat,
sedangkan Skripsi Delvi Otista Maria hanya terfokus pada pelayanan
administrasi yang di berikan kepada masyarakat.

3. Jurnal Eksekutif Vol. 1, No. 1 2017 oleh Rendra Risto Wuri, Markus
Kaunang, dan Novie Revlie Pioh, dengan judul "Kinerja Aparatur
Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi di Desa
Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow) .

Dapat diambil kesimpulan bahwa produktivitas Kkinerja pemerintah
desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum cukup baik,
kualitas layanan sudah cukup baik, akuntabilitas dalam penerapan standar
pelayanan dibidang administrasi kependudukan masih belum cukup baik.
Perbedaan dengan judul yang saya ambil terletak pada fokus
penelitiannya, saya mengambil fokus penelitian mengenai kinerja
pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
pelayanan publik, sedangkan Jurnal Eksekutif Vol. 1, No. 1 2017 oleh
Rendra Risto Wuri, Markus Kaunang, dan Novie Revlie Pioh fokus
penelitiannya yaitu melalui indikator kinerja sesuai konsep Agus

Dwiyanto yang meliputi: Produktivitas Kualitas, Layanan, Akuntabilitas.

2 Wuri, Rendra Risto, Markus Kaunang, dan Novie Pioh, Kinerja Aparatur Pemerintah
Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur
Kabupaten Bolaang Mongondow), Jurnal Eksekutif 1, no. 1 (2017).
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G. Penjelasan

Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut, maka perlu adanya penjelasan
dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya, judul skripsi ini
adalah “Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
(Studi Di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti)”.

Tinjauan adalah pemerikasaan yang diteliti, penyelidikan, penelitian,
kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis.” Figh siyasah
adalah suatu kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengkaji aspek
kehidupan manusia berdasarkan hukum islam.**

Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dapat di capai oleh pegawai atau
sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, selama periode tertentu didalam
melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab
masing-masing.”

Pemerintah desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang desa yaitu “Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.'® Pasal 4
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berisikan
tentang asas-asas Yyang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan

publik, yaitu asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak,

B Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2004), 32.

' J. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2002), 21-22.

“ Lijan Potlak Sinambela, Kinerja Pegawai Teori, Pengukuran dan Implikasinya,
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 6.

'® pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
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keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan
perlakuan/tidak deskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan
perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan asas kecepatan,
ketepatan dan keterjangkauan.

Dengan demikian maksud dari keseluruhan judul “Tinjauan Figh Siyasah
Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Studi di Desa Tri Sakti Kecamatan
Megang Sakti)” adalah suatu kegiatan penelitian yang dilakukan untuk
mengetahui Kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik dan ditinjau dari segi figh siyasah yang dilakukan di Desa
Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur,
sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik secara praktis maupun teoritis."’
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. JenisPenelitian
Di lihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum
yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum
yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau

penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di

masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data

' Semiawan Conny R. Metode Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Grasindo, 2010), 5.
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penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi
masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.*® maka
dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan
cara wawancara kepada responden yang akan dilakukan secara langsung.
2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu tinjauan figh siyasah tentang
kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan berdasarkan
Undang-undang Nomor 25 Tahun di Desa Trisakti Kecamatan Megang
Sakti. Kemudian sifat penelitian ini yaitu deskriftif analisis, yang
dimaksud deskriptif analisis adalah proses memperoleh data yang bersifat
apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau memanipulasi pada variabel
yang diteliti. Dan penelitian ini lebih menekankan makna pada hasilnya.*

3. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil
penelitian dilapangan dimana objek akan diteliti atau digambarkan
sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.”
Data yang didapatkan berupa gambaran langsung yang diperoleh
dari penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan
dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti kepada pemerintah desa di

Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti dan juga masyarakat setempat.

'® Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

¥ Nur Sayidah, Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contok Penerapannya Dalam
Penelitian, Cet. Ke-1, (Taman Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 24.

%% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi Ill,
Cet. Ket-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 114.
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b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh
orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.”*
Sumber data sekunder meliputi: buku-buku, jurnal, ensiklopedia,
skripsi, dan artikel ilmiah.
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data lapangan yang di butuhkan, peneliti
menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi adalah suatu tehnik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala
yang diamati.**> Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini
mengamati secara langsung tentang kinerja pemerintah desa dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat di Desa Tri Sakti
Kecamatan Megang Sakti.
b. Wawancara
Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara bertanya secara langsung kepada responden baik secara individu
maupun kelompok.? Berdasarkan metode wawancara ini peneliti

melakukan wawancara terbuka tidak tersturktur yang digunakan sebagai

2! |gbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Bumi Aksara: Jakarta, 2008),
5.

?2 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Cet ke-10, (Bumi Aksara:
Jakarta, 2009), 70.

» Mustafa, Pinton Setya, et al. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan
Penelitian Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga. Skripsi (Malang: Fakultas Ilimu
Keolahragaan Universitas Negeri Malang, 2020), 66.
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tehnik pengumpulan data secara mendalam. Peneliti melakukan
wawancara kepada Kepala Desa Tri Sakti, Sekretaris Desa Tri Sakti, 2
(dua) orang Kepala urusan, 2 (dua) orang Kepala seksi, 1 (satu) orang
Kepala Dusun, tokoh agama, dan 3 (tiga) masyarakat Desa Tri Sakti.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses
menyediakan berbagai data ataupun dokumen dengan memanfaatkan
bukti yang akurat. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu semua jenis rekaman catatan lainnya, seperti foto atau gambar,
dokumen-dokumen, profil instansi, data anggota, dan surat wawancara.
Dokumentasi yang didapat peneliti berasal dari Kantor Desa Tri Sakti,
pemerintah desa Tri Sakti, dan masyarakat Desa Tri Sakti.
5. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah suatu cara penelitian untuk menghasilkan data
yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga
perilakunya yang nyata, atau bisa dikatakan hasil dari pengumpulan data
yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.** Berdasarkan sifat
penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis, maka teknik yang
digunakan dalam analisis data ini bersifat induktif, yaitu metode yang
dimulai dari mengkaji fenomena khusus, sebagai alat mengambil

kesimpulan umum. Dikaitan dengan penelitian yang dilakukan maka

** Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjaun Singkat, (Raja Grafindo:
Jakarta, 1998), 12.
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peneliti mengkaji fenomena yang terjadi di Desa Tri Sakti yaitu kinerja

pmerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



BAB Il
TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Pelayanan Publik dalam Figh Siyasah
1. Pengertian Figh Siyasah

Istilah figh siyasah terdiri dari dua kata, yakni figh dan siyasah. Kata
figh secara etimologis (bahasa) adalah keterangan-keterangan tentang
pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman
yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuataan.”

Secara terminologis (istilah) figh adalah pengetahuan tentang hukum-
hukum vyang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang
diperoleh dari dalil-dalil yang tafshili (terperinci) yakni dalil-dalil atau
hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Quran dan As-
Sunnah. Jadi figh secara istilah adalah pengetahuan mengenai hukum
agama islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang disusun
oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, figh
adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum islam.?

Dari pengertian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa figh
merupakan seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut
kegiatan dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi, bertingkah laku

dan bersikap, yang bersifat lahiriah dan amaliah, yang merupakan hasil

%> Syarial Dedi, et al, Figh Siyasah, (Curup Rejang Lebong, Bengkulu: LP2 IAIN Curup,
2019), 1.

*® Beni Ahmad Saebani, Figh Siyasah Pengantar llmu Politik Islam, (Bandung: Pustaka
Setia, 2007), 13-14.

30
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penalaran dan pemahaman yang mendalam terhadap syariah oleh para

mujtahid berdasarkan pada dalil-dalil yang terperinci.
Secara etimologis kata siyasah berasal dari kata 4l - (sl yang

artinya mengatur, memimpin, mengendalikan, megurus atau membuat
keputusan. Secara terminologis siyasah adalah mengatur atau memimpin
sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Akan tetapi
jika siyasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya
islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan
pengabdian kepada Allah. Tetapi, islam juga tidak pernah melepaskan diri
dari masalah kekuasaan.

Dilihat dari definisi siyasah, baik secara bahasa dan istilah, maka pada
dasarnya siyasah (politik) adalah tindakan yang mulia, yang mengantarkan
manusia kepada kebaikan dan jauh dari kerusakan, singkatnya, upaya
manusia mengatur manusia lainnya.”

Dengan demikian figh siyasah yaitu pemikiran yang dihasilkan oleh
manusia yang berlandaskan etika, agama dan moral dengan
memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur manusia
dalam hidup bermasyarkat dan bernegara.

. Objek Kajian Figh Siyasah

Membicarakan suatu ilmu haruslah diketahui apa itu objeknya, luas

lapangan pembicaraan dan bahasan materinya. Figh siyasah adalah suatu

ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu figh. Bahasan ilmu figh

%’ 1bid, 6-8.



18

mencakup individu, masyarkat dan negara, meliputi bidang-bidang ibadah,
muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal,
peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional,
seperti perang, damai dan traktat.*®
Secara substansial pemahaman objek kajian figh siyasah berkaitan
dengan ketatanegaraan yang didalamnya membicarakan perihal berikut:
a. Hak-hak individu dalam bernegara,
b. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara,
c. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat dalam berpolitik,
d. Hak dan kewajiban kepemerintahan suatu negara,
e. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi
mencapai ledersitas suatu pemerintahan,
f. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan
negara,
g. Pelaksanaan demokrasi politik,
h. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan, dan
i. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.*
Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan objek
kajian figh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang

membagi menjadi empat bidang dan lain-lain.*

%8 J. Suyuthi Pulungan, Op.Cit. hal. 27
** Beni Ahmad Saebani, Op.Cit. hal. 36
*® Syarial Dedi, et al, Op.Cit. hal. 13
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Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan
figh siyasahnya yaitu al- Ahkam al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil
kesimpulan ruang lingkup figh siyasah adalah sebagai berikut:

a. Siyasah Dusturiyyah,
b. Siyasah Maliyyah,
C. Siyasah Qadla’iyyah,
d. Siyasah Harbiyyah, dan
e. Siyasah ldariyyah.
Menurut Ibn Taimiyyah, mendasrakan objek pembahasan ini pada Q.S

An-Nisa (4) ayat 58 dan 59 yakni:

GBI G 2L 1) 5 Wl o) Bl 1535 G & o

e G b u\%r&mmm &)y ) &S

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)
apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil. Seseungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesunguhnya Allah
adalah maha mendengar lagi maha melihat. ™'

*! Departemen Agama RI, Op.Cit. hal. 87
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Alllah dan taatilah
Rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia
kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan

(pemerintah), yang berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang

berhak, dan menegakkan hukum secara adil. Sementara itu, ayat 59

mengatur hubungan antara penguasa dengan rakyat, dari kalangan militer

dan kalangan lainnya, wajib menaati pemerintah.*® Dan dalam kitabnya

Ibnu Taimiyyah membagi ruang lingkup figh siyasah yai tu sebagai

berikut:

a. Siyasah Qadla’iyyah,

b. Siyasah Idariyyah,

c. Siyasah maliyyah, dan

d. Siyasah Dauliyyah Siyasah Kharijiyyah.

Menurut Abd al-Wahhab Khalaf lebih mempersempitnya menjadi tiga

bidang kajian saja, yaitu sebagai berikut:

a. Siyasah Qadla’iyyah,

** Ibid. hal. 87
* Srifariyati, Srifariyati, dan Afsya Septa Nugraha, “Prinsip Kepemimpinan dalam
Prespektif QS An-Nisa: 58-59.” Madaniyah 9, no. 1 (2019): hal 41-61
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b. Siyasah Dauliyyah, dan

c. Siyasah Maliyyah.

3. Pengertian Pelayanan Publik dalam Figh Siyasah

Pelayanan publik dalam figh siyasah sama dengan prinsip amar

ma rufnahi munkar untuk mengerjakan kebaikan dan menghindarkan yang

munkar terdapat untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan umum dan untuk

menghindari terjadinya Hak Asasi Manusia beberapa pengertian, sejarah

dan dasar hukumnya yaitu:

a. Pengertian Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Dalam kamus Al-Munawir, al-amru berati perintah, sedangkan di
dalam kamus kotemporer Arab-Indonesia al-amru berati kewajiban,
perintah, atau suruhan. Kata ma’ruf memiliki beberapa arti diantaranya
ma’lum berati dikenal, masyhur berati yang terkenal, dan Jamil yang
beratikutamaan atau karunia akan perbuatan baik. Bedasarkan arti diatas
kalimat amar ma’ruf berati perintah atau keutamaan dalam berbuat
kebaikan.*

Kata nahi berati pencegahan atau larangan. Sedagkan munkar ada
beberapa makna yang artinya yang jelek, perkara, diingkari, dan
perbuatan yang keji. Berdasarkan kalimat diatas nahi munkar berati
larangan melalukan perbuatan yang buruk, secara keseluruhan
pengertian amar ma’ruf nahi munkar yaitu perintah yang berbuat

kebaikan dan larangan untuk melakukan keburukan.

** Ahmad Warson Al Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Pustaka Progresif,

2002), 41.
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b. Sejarah Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Nabi Adam as adalah manusia pertama sebagai khalifah di
permukaan bumi. Anak-anak Nabi Adam as dilahirkan dan telah
mendapati ayah mereka sebagai seorang nabi yang selalu menyuruh
mereka kepada kebaikan, serta mencegah dari berbuat kemungkaran.
Selanjutnya Allah swt mengutus sejumlah nabi dan rasul yang terus
menerus bersambung hingga akhir dengan kerasulan Muhammad saw
para nabi dan rasul itu sengaja diutus untuk membawa misi dari Allah
yang palng utama, yaitu amar ma ruf nahi munkar. Misi para rasul itu
sejalan dengan tujuan utama diciptakannya manusia sebagai khalifah
Allah di bumi. Oleh karna itu perbuatan yang satu ini termasuk
perbuatan yang paling mulia di sisi Allah swt.

Tugas menegakkan amar ma ruf nahi munkar oleh Nabi Adam as
sebagai seorang rasul pertama, kemudian di lanjutkan dengan sejumlah
nabi dan rasul setelahnya. Adakalanya kebaikan umat manusia telah
mencapai tinggkatan tinggi, akan tetapi seiring berkembang nya waktu
dan munculnya berbagai cobaan, tingkat kebaikan itu sedikit demi
sedikit menurun. Bahkan ada yang sampai titik sanubarinya mengeras
seperti batu dan di saat seperti itulah sedikit demi sedikit manusia
terperosok dalam kesesatan. Semakin lama semakin rusak, sampai

Allah swt mengutus kembali seorang nabi dan sampai kepada nabi
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Muhammad saw, guna meneruskan tugas kenabiaan dan kerasulan
sebelumnya, yaitu; menengakkan amar ma ruf nahi munkar.*

Maka dari itu, betapa pentingnya tugas amar ma ruf nahi munkar
seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam as sampai kepada Nabi
Muhammad saw, karna setiap langkah yang dilalui oleh seorang yang
bersedia menegakkan amar ma’ruf nahi munkar akan diberi pahala
seperti apa yang telah diberikan kepada para nabi dan rasul, sebab tugas
mulia tersebut merupakan risalah yang di emban oleh para rasul Allah.
Siapa pun yang bergerak dibidang amar ma ruf nahi munkar, ia harus
memahami dan siap menghadapi segala bentuk resikonya, karna ia akan
mendapatkan balasan pahala sesuai dengan niat masing-masing.

c. Dasar Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Dalam hal ini islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling
menasehati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu
terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Maka dasar sebutan ini dalam

firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran (3) 104:

O3 sl 6585 pad ) ¢ e el & okl
o /;l);/. Zead L
Osalaal) aa Sl 57 K e

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat
yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang
ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah

* Fethullah Gulen, Dakwah: Jalan Terbaik dalam Berpikir dan Menyikapi Hidup,
(Jakarta: Republika, 2011), 28.
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orang-orang yang beruntung >

Firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran (3) 114:

2 | o

Rl e G3ens canaall 03585 AV 3l Al G5y
~ 0 M 4 ~ [ _ % o7 § LT ol - 2
Cpaliall G il gl s AN A G3e Jlag

Artinya: “Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh
(berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan
bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka termasuk
orang-orang saleh.”’

Adapun upaya meningkatkan pelayanan yang baik, setiap
pelayanan publik dituntut untuk dapat bersikap itqan (professional)
dalam melakukan setiap pekerjaan dan mematuhi setiap urusan yang
telah ditetapkan oleh ulil amri sebagaimana yang tercantum dalam Surat
An-Nissa ayat 59 yaitu ketaatan kepada pemimpin untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik tersebut.

B. Kinerja Pemerintah Desa
Prawirosentono menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang
dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi,
sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya
mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar etika

hukum dan sesuai dengan etika dan moral.*®

*® Departemen Agama, Op.Cit. 63.

*” Departemen Agama, Op.Cit. 64.

** Tampubolon, Biatna Dulbert, Analisis Faktor Gaya Kepemimpinan dan Faktor Etos
Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Organisasi yang telah Menerapkan SNI 1-9001-2001,
Jurnal Standardisasi 9, no. 3 (2007), 106-115.
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Sebagaimana firman Allah Q.S Al-Ahqgaf (46) 19:
R I P A A RN
Osallay Y 2a 5 agllae ) 2gaa sl 5 1 slee Laa a3 SN

Artinya: “Dan Setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang
telah mereka kerjakan, agar Allah mencukupkan balasan
perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.”™

Dari ayat diatas dijelaskan bahwasannya Allah akan membalas setiap amal
perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika
seseorang melakukan perkejaan dengan baik dan menunjukan kinerja yang
baik bagi organisasinya maka seseorang itu akan mendapatkan hasil yang

baik pula dari kerjaannya dan akan diberikan keuntungan bagi organisasinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kkinerja
merupakan suatu ukuran keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan, serta visi
misi suatu organisasi yang telah ditentukan sesuai dengan syariat islam.
Dengan kata lain kinerja merupakan jawaban atas berhasil atau tidaknya suatu

tujuan dari suatu organisasi yang telah ditentukan.

Sesuai dengan Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
desa bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang sering dengan
nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan
nama lain.* Selanjutnya pada Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa di sebutkan bahwa Kepala Desa bertugas

* Departemen Agama RI, Op.Cit. 504.
*° pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
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menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatn desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.*!

C. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
1. Sejarah Terbentuknya Undang-undang Pelayanan Publik

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia,
antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara
berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu
sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan
pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan
hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan
administratif.

Penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang
belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa
disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi
nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan
yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia
dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan
di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi,

dan perdagangan.

* Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
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Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu
disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan
berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun
kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional.
Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai,
persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh
pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional. Dengan
mempertimbangkan hal diatas, diperlukan undangundang tentang pelayanan
publik.

Undang-Undang ini diharapkan dapat memberi kejelasan dan pengaturan
mengenai pelayanan publik, antara lain meliputi:

a. Pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik,

b. Asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik,

c. Pembinaan dan penataan pelayanan publik,

d. Hak, kewajiban, dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam
penyelenggaraan pelayanan publik,

e. Aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar
pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana,
biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja,

f. Peran serta masyarakat,

g. Penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan, dan
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Sanksi.*

. Asas-asas Penyelenggara Pelayanan Publik

Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik dijelaskan secara rinci

dalam penjelasan Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang

Pelayanan Publik yang mengharuskan penyelenggara pelayanan publik

harus bersasaskan pada asas-asas yang tercantum di dalam Pasal 4 Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut:

a.

Kepentingan umum, vyaitu pemberian pelayanan tidak boleh
mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
Kepastian hukum, yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam

penyelenggaraan pelayanan.

. Kesamaan hak, yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras,

agama, golongan, gender dan status ekonomi.

. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemenuhan hak harus sebanding

dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun
penerima layanan.

Keprofesionalan, yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetesi
yang sesuai dengan bidang tugas.

Partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan

dan harapan masyarakat.

* Redaksi Sinar Grafika, Op.Cit. 48-49.
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. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu setiap warga negara
berhak memperoleh pelayanan yang adil.

. Keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah
mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang
diinginkan.

i. Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuang peraturang perundang-

undangan.

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian
kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam
pelayanan.

. Ketepatan waktu, yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan
tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu setiap jenis pelayanan

dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.*

* Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
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GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Tri Sakti
1. Sejarah

Desa Tri Sakti adalah desa yang penduduknya hidup secara
berkoloni yang datang dari beberapa kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa
Timur, dan terdiri dari beberapa daerah dan wilayah sekitar. Desa Tri Sakti
berasal dari pemekaran Desa Pagar Ayu yang definitif pada tahun 2000,
diresmikan oleh Bupati Musi Rawas atas nama Gubernur Sumatera
Selatan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2000 dengan SK Nomor :
575/SK/111/1999. Pada tahun 1984 datanglah penduduk dan membuat
koloni sejumlah + 30 KK dan sebanyak + 95 jiwa. Kemudian tahun 1989
datang lagi sejumlah + 60 KK dan sebanyak + 125 jiwa, sekitar 5 tahun
kemudian jumlah penduduk semuanya + 120 KK atau sejumlah + 360
jiwa.

Pada tahun 2000 Kepala Desa di jabat oleh Kasiman sebagai PJS
(pejabat sementara) Kepala Desa yang administrasinya mengikuti Desa
Pagar Ayu. Pada Tahun 2002/2003 diadakan pemilihan Kepala Desa yang
dimenangkan oleh Dino Sujarwo dimana masa jabatannya s/d 2009 dan
diperpanjang s/d 2010, yang selanjutnya dijabat oleh Sukarwanto, S.E
sebagai PJS Kepala Desa s/d 2011. Pada tahun 2011 diadakan pemilihan
Kepala Desa yang kedua, dimenangkan oleh Kawijo dengan Sekretaris

Desa Beni Revianto (2011-2017). Selanjutnya pada Desember 2017

30
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diadakan pemilihan Kepala Desa yang ketiga, dimenangkan oleh Jasman
dan Sekretaris Desa Apris Jumpriyadi.
2. Kondisi Geografis
a. Batas Wilayah
Desa Tri Sakti adalah salah satu dari 20 desa yang terletak di
Kecamatan Megang Sakti. Secara administrasinya Desa Tri Sakti
terbagi menjadi 4 dusun dengan batas-batas wilayahnya adalah sebagai
berikut:
1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Muara Megang
2) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Megang Sakti Il dan Desa
Talang Ubi
3) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Megang Sakti V dan Desa
Megang Sakti |

4) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Megang Sakti Ill dan Desa

Pagar Ayu.
b. Orbitasi
1) Jarak dari desa ke ibu kota Kecamatan :5Km
2) Waktu tempuh dari desa ke ibu kota Kecamatan : 15 Menit
3) Jarak dari desa ke ibu kota Kabupaten : 70 Km
4) Waktu tempuk dari desa ke ibu kota Kabupaten :1,5Jam

c. Luas Wilayah
Luas keseluruhan Desa Tri Sakti adalah 1.708,79 Ha, yang terbagi

menjadi beberapa wilayah, yaitu sebagai berikut:
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1) Pemukiman : + 285 Ha

2) Pertanian lahan kering :+ 25 Ha

3) Kebun karet :+ 730 Ha

4) Kawasan hutan :+135Ha

5) Rawa-rawa . + 157,24 Ha
6) Perkantoran :+25Ha

7) Sekolah .+ 3,75 Ha
8) Jalan :+70 Ha

9) Lapangan sepak bola :+25Ha
10) Lahan non produktif :+95 Ha

11) Daerah aliran sungai :+194, 30 Ha
12) Kebun sawit 1+ 7Ha

13) Pemakaman :+15Ha

3. Kondisi Demografis
a. Jumlah Penduduk
Desa Tri Sakti memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.290 jiwa
yang terdiri dari 414 KK, dengan rincian sebagai barikut:
Tabel 3.1

Jumlah Penduduk di Desa Tri Sakti Tahun 2022

No Jenis Kelamin Jumlah

1. | Laki-laki 675 Jiwa

2 633 Jiwa
Perempuan
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Total 1.290 Jiwa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Tri
Sakti lebih banyak berjenis kelamin Laki-laki dengan rincian jumlah
penduduk laki-laki sebanyak 675 Jiwa sedangkan perempuan sebanyak

633 Jiwa.

b. Data Keagamaan
Rincian penganut agama di Desa Tri Sakti adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2

Jumlah Penganut Agama di Desa Tri Sakti Tahun 2022

No Agama Jumlah
1. | Islam 1.290 Jiwa
2. | Katolik -

3. | Protestan

4. | Hindu -

5. | Budha ;

Sumber: Sekretaris Desa Tri Sakti

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hanya 1 (satu) agama

yaitu agama islam yang dianut oleh penduduk Desa Tri Sakti.
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B. Kondisi Pemerintahan Desa
1. Lembaga Pemerintahan
Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti adalah salah satu desa yang
berpedoman pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Dimana suatu desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang
bertugas sebagai kepala pemerintahan desa dan dlam menjalankan
tugasnya dibantu oleh perangkat desa, yang diantaranaya oleh Sekretaris
Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum, Kaur Perencanaan, Kasi
Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan,
dan Badan Permusyawaratan Desa.
Rincian aparat pemerintahan Desa Tri Sakti adalah sebagai berikut:
Tabel 3.3

Jumlah Aparat Pemerintahan di Desa Tri Sakti Tahun 2022

No Aparatur Desa Jumlah
1. | Kepala Desa 1 Orang
2. | Sekretaris Desa 1 Orang
3. | Kepala Urusan (Kaur) 3 Orang
4. | Kepala Seksi (Kasi) 3 Orang
5. | Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 5 Orang

Sumber: Sekretaris Desa Tri Sakti



35

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Tri Sakti dimpin

oleh Kelapa Desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya seperti

Sekretaris Desa 1 orang, Kepala Urusan 3 orang, Kepala Seksi 3 Orang,

dan Badan Permusyawaratan Desa 5 Orang.

2. Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Desa Tri Sakti Tahun 2022

Rincian lembaga kemasyarakatan Desa Tri Sakti yaitu sebagai

berikut:

Tabel 3.4

No Jenis Lembaga Jumlah
1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 1 Kelompok
2. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 1 Kelompok
3. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 2 Kelompok
4. Pengajian 5 Kelompok
5. Arisan 10 Kelompok
6. Simpan Pinjam 15 Kelompok
7. Kelompok tani 9 Kelompok
8. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) 1 Kelompok
9. Karang Taruna 1 Kelompok
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10. | Ikatan Remaja Masjid (Irmas) 2 Kelompok

11. | Ormas/LSM -

12. Lain-lain -

Sumber: Sekretaris Desa Tri Sakti

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat banyak
lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dan di ikuti oleh masyarakat di

Desa Tri Sakti.

C. Mata Pencaharian
Penduduk Desa Tri Sakti mayoritas bermata pencaharian sebagai petani
yaitu petani karet dan penduduk lainnya bermata pencaharian sebagai
pedagang, Pegawai Negeri Sipil, Tukang dan lain sebagainya, untuk lebih
jelasnya dapat dilihat dalam rinciannya sebagai berikut:
Tabel 3.5

Jumlah Riwayat Mata Pencaharian di Desa Tri Sakti Tahun 2022

No Mata Pencaharian Jumlah
1. | Petani 496 Orang
2. | Pedagang 21 Orang
3. | PNS 8 Orang
4. | Tukang 29 Orang
5 | Guru 6 Orang
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6. | Bidan/Perawat 2 Orang
7. | Perawat 5 Orang
8. | TNI/Polri -

9. | Pensiunan 2 Orang
10. | Sopir 7 Orang
11. | Buruh 21 Orang
12. | Jasa Persewaan 2 Orang
13. | Wiraswasta 34 Orang

Sumber: Sekretaris Desa Tri Sakti

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa

Trisakti

bermata pencaharian sebagai

petani yang dilakukan guna

membangun ekonomi masyarakat di desa Tri Sakti.

D. Pendidikan

Rincian riwayat pendidikan di Desa Tri Sakti yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.6

Jumlah Riwayat Pendidikan di Desa Tri Sakti Tahun 2022

No Riwayat Pendidikan Jumlah
1. | SD/MI 600
2. | SLTP/MTs 108
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3. | SLTA/MA 102
4. | S1/Diploma 15
5. | Putus Sekolah 171
6. | Buta Huruf 21
7. | Belum Sekolah 236

Sumber: Sekretaris Desa Tri Sakti

Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat bahwa mayoritas penduduk di Desa

Tri Sakti hanya menempuh pendidikan sampai jenjang SD/MI.

E. Sarana dan Prasarana

1. Sarana/Prasarana Pendidikan

Desa Tri Sakti memiliki beberapa prasarana pendidikan yang

tersebat dibeberapa dusun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7

Jumlah Prasarana Pendidikan di Desa Tri Sakti Tahun 2022

No Prasarana Pendidikan Jumlah
1. | TK/PAUD 1 Unit
2. | SD/MI 2 Unit
3. | SLTP/MT -
4. | SLTA/MA -
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5. | TPA/Roudhotul Athfal 1 Unit

Sumber: Sekretaris Desa Tri Sakti

Berdasarkan tabel ditas dapat dilihat bahwa di Desa Tri Sakti
terdapat 1 (satu) unit TK/PAUD yang terletak di dusun Ill, 2 (dua) unit
SD/MI yang masing-masing terletak di dusun | dan dusun Ill, serta 1

(satu) unit TPA/Roudhotul Athfal yang terletak di dusun II

. Sarana/Prasarana Kesehatan
Desa Trisakti memiliki beberapa sarana/prasarana kesehatan yang
tersebar di beberapa dusun, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.8

Jumlah Sarana/Prasarana Kesehatan di Desa Tri Sakti Tahun 2022

No Sarana/Prasarana Kesehatan Jumlah
1. | Posyandu 2 Unit
2. | Puskesmas 2 Unit
3. | Bidan Desa 2 Orang
4. | Perawat Kesehatan 5 Orang
5. | Dokter -

Sumber: Sekretaris Desa Tri Sakti

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat

sarana/prasarana yang tersebar di Desa Tri Sakti yang mana 2 (dua) unit
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posyandu terletak di dusun I dan Il, 2 (dua) unit puskesmas terletak di
dusun 1 dan Il, serta bidan desa dan perawat desa tersebar di beberapa

dusun yang terdapat di Desa Tri Sakti.

. Sarana/Prasarana Keagamaan
Desa Trisakti memiliki beberapa prasarana keagamaan yang
tersebar di beberapa dusun, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.9

Jumlah Prasarana Keagamaan di Desa Tri Sakti Tahun 2022

No Prasarana Keagamaan Jumlah
1. | Masjid 2 Unit
2. | Mushola 6 Unit

Sumber: Sekretaris Desa Tri Sakti

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa di Desa Tri Sakti
terdapat 2 (dua) unit masjid yang terletak di dusun I dan dusun Il, dan
terdapat 6 unit mushola yang mana 1 (unit) terletak di dusun I, 2 (dua) unit
terletak di dusun 11, 2 (dua) unit terletak di dusun IlI, dan 1 (satu) unit

terletak di dusun 1V.
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F. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tri Sakti

Kecamatan Megang Sakti

KEPALA DESA

JASMAN

KA, SEKSI KA, SEKSI KA. SEKSI
PEMERINTAHAN | | PEMBANGUNAN PELAYANAN
NANANGSUSILO | | PURWANTO KUNNASRIA

SEKRETARIS DESA

APRIS JUMPRIYADI
KAURUSAN KAURUSAN KAURUSAN
UMUM KEUANGAN PERENCANAAN
TUTKTRIYULIANT | | YULIYANI RIRIN SURYANI

Bagan diatas menjelaskan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan

Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti tahun 2022 bahwa berdasarkan garis

komando Sekretaris Desa (Apris Jumpriadi), Kepala Seksi Pemerintahan

(Nanang Susilo), Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan (Purwanto),

dan Kepala Seksi Pelayanan (Kun Nasria) bertanggung jawab langsung ke

Kepala Desa (Jasman). Sedangkan Kepala Urusan Umum (Tutik Tri Yuliani),

Kepala Urusan Keuangan (Yuli Yani), dan Kepala Urusan Perencanaan (Ririn

Suryani) bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.

1. Kepala Desa

Kepala Desa memiliki tugas sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pemerintahan,

b. Melaksanakan pembangunan desa,
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c. Pembinaan kemasyarakatan desa, dan

d. Perberdayaan masyarakat desa.

. Sektretaris Desa

Sekretaris desa memiliki tugas pokok yaitu membantu kepala desa dalam
mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, dan
mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan
desa.

. Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai staf sekretariat, yang dimana kepala
urusan terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu, kepala urusan umum, kepala
urusan keuangan dan kepala urusan perencanaan. Selanjutnya, tugas
kepala urusan yaitu sebagai berikut:

a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki tugas yaitu membantu
sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan
kearsipan, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

b. Kepala urusan keuangan memiliki tugas yaitu membantu sekretaris desa
dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan
administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan
anggaran pendapatan dan belanja desa.

c. Kepala urusan perencanaan memiliki tugas yaitu membantu sekretaris
desa dalam urusan pelayanan administrasi perencanaan pendukung

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
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4. Kepala Seksi
Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang dimana
kepala seksi terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu, kepala seksi pemerintahan,
kepala seksi pembangunan dan pemberdayaa, dan kepala seksi pelayanan.

Selanjutnya tugas kepala seksi yaitu sebagai berikut:

a. Kepala seksi pemerintahan memiliki tugas yaitu membantu kepala desa
dalam melaksankan menajemen tata praja pemerintahan, menyusun
rancangan regulasi data, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan
ketentraman dan ketertiban.

b. Kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan memiliki tugas yaitu
melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa.

c. Kepala seksi pelayanan memiliki tugas yaitu melaksanakan penyuluhan

dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Kinerja Pemerintah Desa dalam Memberikan Pelayanan Kepada
Masyarakat Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti

Prawirosentono menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang
dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi,
sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya
mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar etika
hukum dan sesuai dengan etika dan moral.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangatlah
berpengaruh di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti. Di dalam Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Selanjutnya pada Pasal 25
menyebutkan bahwa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu
oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya
disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara,
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang
untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan-badan hukum lain yang didirikan

untuk kegiatan pelayanan publik.
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Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
menginginkan penyelenggara pelayanan publik harus benar-benar
menjalankan asas-asas yang tertera pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, agar pelayanan tersebut dapat di
laksanakan secara maksimal. Dan dapat memenuhi harapan masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari pemerintahan.

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik terdapat 12 asas yang harus dijalankan dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di klarifikasi
oleh 11 narasumber yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, 2 (dua) orang Kepala
urusan, 2 (dua) orang Kepala seksi, 1 (satu) orang Kepala Dusun, tokoh
agama, dan 3 (tiga) masyarakat Desa Tri Sakti.

1. Kepentingan Umum

Pelayanan publik yang berdasarkan kepentingan umum
manginginkan bahwa pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat harus selalu mendahulukan kepentingan orang banyak dan
tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukan bahwa
pemerintah desa di Desa Tri Sakti sudah mengupayakan memberikan
pelayanan berdasarkan asas kepentingan umum, seperti halnya yang
ungkapkan oleh Bapak Jasman, selaku Kepala Desa Tri Sakti
mengungkapkan bahwa:

“Perangkat desa yang ada di Desa Tri Sakti telah memiliki tugas
masing-masing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
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akan tetapi mereka tidak segan untuk saling membantu tugas yang
lain jika tugas individunya sudah selesai. Serta menjelaskan kepada
masyarakat yang belum memahami tentang prosedur dan tata cara
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pelayanan”.
2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam memberikan pelayanan menginginkan
bahwa pemerintah dalam memberikan pelayanan harus didasarkan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukan bahwa
pemerintah desa Tri Sakti telah mengupayakan pelayanannya didasarkan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti halnya yang
dijelaskan oleh Bapak Nanang Susilo, selaku Kepala Seksi Pemerintahan
mengungkapkan bahwa:

“Mengenai kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat di Desa Tri Sakti sudah berdasarkan pada

aturan yang berlaku, dan juga telah melaksanakan tugasnya sesuai
dengan tugas yang tercantum dalam undang-undang yang
berlaku.”.*

3. Kesamaan Hak

Kesamaan hak dalam pelayanan publik menginginkan bahwa
pemerintah jika memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak
membeda-bedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status
ekonomi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa

pemerintah desa di Desa Trisakti dalam memberikan pelayanan kepada

* Jasman, Wawancara, tanggal 13 Juli 2022, Pukul 16:30 Wib.
* Nanang Susilo, Wawancara, tanggal 13 Juli 2022, Pukul 15:00 Wib.



50

masyarakat tidak membeda-bedakan agama, suku maupun status
ekonomi, terlihat secara langsung pemerintah desa di Desa Tri Sakti
mayoritas bersuku jawa akan tetapi tatap melayani masyarakat yang
bukan bersuku jawa.

4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Keseimbangan hak dan kewajiban dalam pelayanan publik
menginginkan bahwa pemerintah dalam memberikan pelayanan harus
berdasarkan keseimbangan hak dan kewajiban dari masyarakat, dan
pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menujukkan bahwa
pemerintah desa Tri Sakti dengan masyarakat sudah menunjukkan
keseimbangan antara hak dan kewajiban. Seperti halnya yang dijelaskan
oleh Bapak Qosim, selaku Kepala Dusun 1l Desa Tri Sakti
mengungkapkan bahwa:

“Masyarakat di Desa Tri Sakti sudah memiliki kesadaran dalam

pengurusan KTP, KK dan berbagai dokumen lainnya yang

menyangkut administrasi dalam pelayanan publik, sehingga
masyarakat desa yang sudah berumur 17 tahun datang ke Kantor

Desa Tri Sakti untuk membuat surat pengantar dari desa, karena
masyarakat merasa sangat penting dan berguna untuk
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kedepannya”.

5. Keprofesionalan
Keprofesionalan dalam pelayanan publik menginginkan bahwa
pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus

memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.

*® Qosim, Wawancara, tanggal 11 Juli 2022, Pukul 16:00 Wib.
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa
pemerintah desa di Desa Tri Sakti selalu memberikan senyum dalam
melayani masyarakat, dan sudah mengupayakan dalam melaksanakan
asas keprofesionalan. Salah satu masyarakat yang pernah mengurus surat
keterangan usaha untuk mengajukan pinjaman ke Bank. Ibu Ariana
Yulianti mengungkapkan bahwa:

“Perangkat desa di Desa Tri Sakti memiliki etika yang baik dan

bersikap cepat tanggap dalam memberikan pelayanan, dan sangat
bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, dan sesuai
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dengan apa yang saya butuhkan”.
Hal yang sama juga dijelaskan oleh Bapak Jasman, selaku Kepala
Desa Tri Sakti mengungkapkan bahwa:
“Saya melakukan pengawasan secara langsung dalam
meningkatkan kinerja pemerintah desa di Desa Tri Sakti terhadap
perangkat desa agar tugas yang di berikan berjalan dengan baik dan
lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.*
Partisipatif
Partisipatif dalam pelayanan publik menginginkan bahwa
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat mendorong
peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan
memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa

pemerintah desa di Desa Tri Sakti sudah mengupayakan pelayanan yang

* Ariana Yulianti, Wawancara, tanggal 11 Juli 2022, Pukul 15:00 Wib.
*® Jasman, Op.Cit. tanggal 13 Juli 2022, Pukul 16:30 Wib.
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partisipatif, seperti halnya yang dijelaskan oleh Bapak Apris Jumpriyadi,
selaku Sekretaris Desa Tri Sakti mengungkapkan bahwa:
“Kami berusaha untuk membantu segala kesulitan yang tejadi di
masyarakat dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kami sebagai pemerintah desa

menampung semua aspirasi masyarakat untuk nantinya ditindak

lanjuti”.*

Namun dapat dilihat secara langsung bahwa di Kantor Desa Tri
Sakti belum disediakannya fasilitas kotak saran yang berguna untuk
mengumpulkan keluhan, kritik, atau saran dari masyarakat berdasarakan
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa Tri Sakti.

Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif

Persamaan perlakuan dalam pelayanan publik menginginkan
bahwa pemerintanh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
harus mendapatkan perlakuan yang sama atau tidak dibeda-bedakan dan
setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan harus memperoleh
pelayanan yang adil.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukan bahwa
pemerintah desa di Desa Tri Sakti mengupayakan persamaan perlakuan
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti halnya yang
dijelaskan oleh Ibu Tutik Tri Yuliani, selaku Kepala Urusan Tata Usaha
dan Umum mengungkapkan bahwa:

“Kami memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di

Desa Tri Sakti sesuai dengan kebutuhannya seperti pembuatan

surat izin usaha, surat izin keramaian, surat keterangan tidak
mampu, surat pengantar pembuatan kartu keluarga (KK), surat

* Apris Jumpriyadi, Wawancara, tanggal 11 Juli 2022, Pukul 13:00 Wib.
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pengantar pernikahan, dan lainnya tanpa adanya perbedaan, serta
masyarakat kurang mampu atau masyarakat kaya seperti pejabat,
keduanya tetap mendapatkan perlakuan yang sama/tidak dibeda-
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bedakan, mereka tetap mendapatkan pelayanan”.
Keterbukaan

Keterbukaan dalam pelayanan publik menginginkan bahwa
pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus
memiliki sikap terbuka, dan dapat diakses serta disediakan secara
memadai dan mudah di mengerti.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa
pemerintah desa di Desa Tri Sakti sudah mengupayakan memberikan
pelayanan sesuai dengan asas keterbukaan, Seperti memberikan layanan
berupa informasi kepada masyarakat yang sedang membutuhkan
pelayanan, namun mengenai keterbukaan secara tertulis dapat dilihat
secara langsung di Kantor Desa Tri Sakti belum terdapat fasilitas papan
informasi yang terkait dengan pelayanan apa saja yang bisa di dapatkan
masyarakat di Kantor Desa Tri Sakti.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pelayanan publik menginginkan bahwa
pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus dapat
dipertanggubjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa

pemerintah desa Tri Sakti mengupayakan memberikan pelayanan yang

*% Tutik Tri Yuliani, Wawancara, tanggal 11 Juli 2022, Pukul 13:30 Wib.



10.

54

akuntabilitas dan terlihat sudah memaksimalkan pelayanan yang sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu
Ririn Suryani, selaku Kepala Urusan Perencanaan mengungkapkan
bahwa:
“Perangkat desa yang ada di Desa Tri Sakti tidak mempersulit
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perangkat desa

akan langsung memperbaiki apabila ada kesalahan dalam penulisan
data yang di minta oleh masyarakat, agar masyarakat merasa puas

atas pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa”.>

Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan

Fasilitas dan perlakuan Kkhusus bagi kelompok rentan dalam
pelayanan publik menginginkan bahwa dalam pelayanan harus
menyediakan fasilitas yang membantu lansia serta adanya perlakuan
yang lebih memperhatikan kelompok rentan tersebut yang sedang
melakukan proses pelayanan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukan bahwa
pemerintah desa di Desa Tri Sakti belum menyediakan fasilitas yang
diperuntukkan untuk kelompok rentan, seperti toilet lansia, dapat dilihat
secara langsung bahwa pemerintah desa Tri Sakti belum mengupayakan
menyediakan fasilitas tersebut, serta tidak adanya perlakuan khusus yang
diberikan oleh pemerintah desa Trisakti kepada masyarakat yang
tergolong rentan. Namun pemerintah desa Trisakti membuat progam
khusus lansia, seperti yang dijelaskan oleh ibu Kun Nasria, selaku Kepala

Seksi Pelayanan mengungkapkan bahwa:

>! Ririn Suryani, Wawancara, tanggal 12 Juli 2022, Pukul 17:00 Wib.
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“Kami pemerintah desa Trisakti memberikan fasilitas yang

diperuntukkan untuk kelompok rentan yaitu kami membuat

program khusus lansia yaitu pelayanan kesehatan untuk lansia,
yang berkerja sama dengan bidan-bidan yang ada di Desa

Trisakti”.*

11. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu dalam pelayanan publik menginginkan bahwa
pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat
diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa
pemerintah desa di Desa Tri Sakti belum sepenuhnya mengupayakan
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas
ketepatan waktu, ketepatan waktu pelayanan masih belum sesuai dengan
standar pelayanan yang tetapkan, baik ketepatan waktu buka dan waktu
tutup maupun waktu penyelesaian dokumen-dokumen pelayanan. Seperti
halnya yang dijelaskan oleh oleh Ibu Wilma Ema Yuliyanti, selaku
masyarakat di Desa Tri Sakti yang pernah mengurus surat izin usaha
untuk mendirikan usaha kecil di Desa mengungkapkan bahwa:

“Sikap yang ditunjukkan perangkat desa dalam memberikan

pelayanan sudah cukup baik yang terbukti dari pelayanan yang

diberikan. Akan tetapi dalam prosesnya perangkat desa terkesan

lambat dalam mengerjakan tugas yang diberikan, Sehingga
terjadinya keterlambatan waktu yang tidak sesuai dengan waktu

yang telah disepakati dalam penyelesaiannya”.*

> Kun Nasria, Wawancara, tanggal 11 Juli 2022, Pukul 14:00 Wib.
> Wilma Ema Yuliyanti, Wawancara, tanggal 13 Juli 2022, Pukul 17:00 Wib.
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Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Winarti, selaku
masyarakat di Desa Tri Sakti yang pernah mengurus surat pengantar
untuk pembuatan kartu keluarga (KK) mengungkapkan bahwa:

“Tingkat kedisiplinan pemerintah desa di Desa Tri Sakti perlu

ditingkatkan lagi karena masih terdapat sebagian perangkat desa

yang menyimpang dari atauran kerja yang telah ditetapkan, yaitu
masih ada beberapa perangkat desa yang melanggar aturan jam
kerja yang seharusnya ditaati, terlihat saat saya mengurus surat

pengantar yang seharusnya Kantor Desa buka pada pukul 08:00,

dan saat itu pukul 09:00 belum buka”.>*

12. Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan

Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan dalam pelayanan
publik menginginkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan harus
cepat dalam proses pelayanan dari pemerintah, kemudahan dalam artian
tidak dipersulit dalam pelayanan, serta keterjangkauan dalam artian
pelayanan dapat dijangkau oleh semua kalangan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa
pemerintah desa di Desa Tri Sakti sudah berupaya memberikan
pelayanan sesuai dengan kemudahan dan keterjangkauan, dikarenakan
pelayanannya yang sudah dijelaskan dan pemerintah desa Tri Sakti tidak
mempersulit masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan, namun
di dalam kecepatan dalam pelayanan belum dilaksanakan secara optimal

oleh pemerintah desa Tri Sakti, karena masih ada keluhan dari masyrakat

terkait dengan lambatnya pelayanan yang diberikan.

> Winarti, Wawancara, tanggal 12 Juli 2022, Pukul 16:00 Wib.
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan,
pemerintah desa senantiasa dituntut memiliki keprofesionalan dan ketaatan
penuh dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang memusatkan perhatian dan
pikiran serta mengarahkan segala daya dan tenaganya. Akan tetapi dalam
kenyataannya belum banyak pemerintah desa di Desa Tri Sakti yang mampu
memahami hal tersebut, sehingga tidak mengherankan jika perilaku
pemerintah desa di Desa Tri Sakti dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat belum sesuai dengan asas ketepatan waktu dalam proses
pelayanannya, dan belum menyediakan fasiitas-fasilitas yang bisa menunjang
terlaksananya pelayanan dengan baik, serta kurangnya kedisipinan dari
pemerintah desa di Desa Tri Sakti terkait dengan waktu jam kerja sehingga
harapan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang baik dan memuaskan

belum sepenuhnya dapat terpenuhi.

Tinjauan Figh Siyasah tentang Kinerja Pemerintah Desa dalam
Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Tri Sakti
Kecamatan Megang Sakti

Dalam menjalankan pemerintahan didalam suatu lembaga haruslah
memiliki tata cara tersendiri untuk menjalankannya, tata cara ataupun prinsip-
prinsip pemerintahan tersebut tidak hanya sesuai dengan undang-undang yang
berlaku, akan tetapi harus sesuai dengan syariat islam.

Pelayanan publik dalam figh siyasah sama dengan prinsip amar ma ruf
nahi munkar, dalam kamus Al-Munawir, al-amru berati perintah, sedangkan

di dalam kamus kotemporer Arab-Indonesia al-amru berati kewajiban,
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perintah, atau suruhan. Kata ma’ruf memiliki beberapa arti diantaranya
ma’lum berati dikenal, masyhur berati yang terkenal, dan Jamil yang berarti
kutamaan atau karunia akan perbuatan baik. Bedasarkan arti diatas kalimat
amar ma ruf berati perintah atau keutamaan dalam berbuat kebaikan.

Kata nahi berati pencegahan atau larangan. Sedagkan munkar ada
beberapa makna yang artinya yang jelek, perkara, diingkari, dan perbuatan
yang keji. Berdasarkan kalimat diatas nahi munkar berati larangan melalukan
perbuatan yang buruk, secara keseluruhan pengertian amar ma ruf nahi
munkar yaitu perintah yang berbuat kebaikan dan larangan untuk melakukan
keburukan.

Tugas menegakkan prinsip amar ma ruf nahi munkar oleh Nabi Adam as
sebagai seorang rasul pertama, kemudian di lanjutkan dengan sejumlah nabi
dan rasul setelahnya. Adakalanya kebaikan umat manusia telah mencapai
tinggkatan tinggi, akan tetapi seiring berkembang nya waktu dan munculnya
berbagai cobaan, tingkat kebaikan itu sedikit demi sedikit menurun. Bahkan
ada yang sampai titik sanubarinya mengeras seperti batudan di saat seperti
itulah sedikit demi sedikit manusia terperosok dalam kesesatan. Semakin
lama semakin rusak, sampai Allah swt mengutus kembali seorang nabi dan
sampai kepada nabi Muhammad saw, guna meneruskan tugas kenabiaan dan
kerasulan sebelumnya, yaitu menengakkan prinsip amar ma ruf nahi munkar.

Maka dari itu, betapa pentingnya prinsip amar ma’ruf nahi munkar
seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam as sampai kepada Nabi

Muhammad saw, karna setiap langkah yang dilalui oleh seorang yang
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bersedia menegakkan amar ma’ruf nahi munkar akan diberi pahala seperti
apa yang telah diberikan kepada para nabi dan rasul, sebab tugas mulia
tersebut merupakan risalah yang di emban oleh para rasul Allah. Siapa pun
yang bergerak dibidang amar ma ruf nahi munkar, ia harus memahami dan
siap menghadapi segala bentuk resikonya, karna ia akan mendapatkan balasan
pahala sesuai dengan niat masing-masing.

Untuk dapat mewujudkan kinerja pemerintah desa dalam prinsip tersebut
diperlukan beberapa nilai dan dari nilai itu dapat diwujudkan Kkinerja
pemerintah yang baik dan kinerja pemerintah yang di harapkan oleh
masyarakat.

Dengan memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dapat
ditemukan nilai-nilai dasar yang dapat mewujudkan kinerja pemerintah desa
yang baik, yaitu itgan (profesional) dalam melakukan setiap pekerjaan dan
mematuhi setiap urusan yang telah ditetapkan oleh ulil amri.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-An’an (6) 135:

e Osalad Gra e I a&sia e ) lak) a8 G 08
g,,q@@é;y’ﬁf)\is\i;;&:d@;sz

Artinya: Katakanlah (Muhammad) "Wahai kaumku, berbuatlah sepenuh
kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu
akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh
hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang
zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.*

> Departemen Agama RI, Op.Cit. 145.
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Dalam kaitannya dengan kinerja pemerintah desa Tri Sakti dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, akan terlihat keprofesionalan
yang diberikan oleh pemerintah desa Tri Sakti yakni memiliki etika yang baik
dan bersikap cepat tanggap dalam memberikan pelayanan, dan sangat
bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, dan sesuai dengan apa
yang di butuhkan oleh masyarakat.

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4) 59:
“aie a1 515 O3l ) shadal 3 A 1 gadal | sl Gl AT
Al O giadi 338 O Jsudlls Al ) 89358 g0 8 e Sl (s
30 21.’5/";, 807 /l'C . o/o/
S50 Credl s aa SlINT LAY L 5l

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Alllah dan taatilah Rasul
(nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepa da Allah
(Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam sebuah hadist tentang kewajiban taat kepada pemimpin yang

diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu:

° . m% SE @ o.s O PR P IR P A R R
uscﬁhwh&\%uswugﬁuhamuh
A& M prp

o) 06 sl e A e 00 G Ao B0 o e

*® Departemen Agama RI, Op.Cit. 87.
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan
kepada kami Yahya bin  Sa'id dari "Ubaidullah Telah
menceritakan kepadaku Nafi' dari Abdullah radliallahu ‘'anhu,
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "mendengar
dan taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik yang ia sukai
maupun yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan
melakukan kemaksiatan, adapun jika ia diperintahkan melakukan
maksiat, maka tidak ada hak mendengar dan menaati.” (HR.
Bukhari)*

Dapat dilihat dalam QS. An-Nisa (4) 59 dan hadist yang diriwayatkan oleh
Bukhari berkaitan dengan Kkinerja pemerintah desa Tri Sakti dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, akan terlihat bahwasannya kepala
desa Tri Sakti sudah melakukan pengawasan secara langsung dalam
meningkatkan kinerja pemrtintah desa Tri Sakti terhadap bawahannya agar
tugas yang diberikan berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Faktor-faktor pelaksanaan tinjauan figh siyasah di Desa Tri Sakti
Kecamatan Megang Sakti adalah datang dari aturan yang berdasarakan
undang-undang di patuhi oleh diri pemimpin (ulil amri), seperti memiliki
tanggung jawab dan keprofesinalan yang tinggi, dengan bertanggung jawab
terhadap segala tugasnya menunjukan pelayanan yang baik, akan tetapi masih
ada pelayanan yang belum efisien yang disebabkan oleh kurangnya

kedisiplinan yang dilakukan oleh pemerintah desa Tri Sakti terkait dengan

*” HR. Bukhari.: 6661, Tentang Wajibnya Taat Mendengar dan Taat Kepada Pemimpin
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ketepatan waktu pelayanan masih belum sesuai dengan standar pelayanan
yang ditetapkan, baik ketepatan waktu buka dan waktu tutup maupun waktu

penyelesaian terkait dokumen-dokumen pelayanan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan mengenai kinerja

pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam

Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan

ditinjau dari segi figh siyasah di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti,

maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1.

Kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik di desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti
sudah berjalan maksimal, namun ada beberapa hal yang belum berjalan
dengan baik, karena masih ada yang belum terpenuhinya asas-asas yang
terdapat dalam Undang-undang pelayanan publik, diantaranya dapat
dilihat bahwa belum terpuhinya asas keterbukaan mengenai layanan
informasi secara tertulis berupa papan informasi yang terkait dengan
pelayanan apa saja yang bisa di dapatkan masyarakat di kantor desa Tri
Sakti, dan juga asas partisipatif dimana belum disediakannya kotak saran
yang berguna untuk menampung keluhan, kritik ataupun saran dari
masyarakat terkait dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah desa
Tri Sakti, serta masih ada keluhan dari masyarakat terkait dengan
ketepatan waktu dalam proses pelayanan dan kurangnya kedisiplinan dari

pemerintah desa Tri Sakti.
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2. Tinjauan figh siyasah tentang kinerja pemerintah desa dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat di Desa Tri Sakti Kecamatan
Megang Sakti belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan figh siyasah.
karena masih ada beberapa pemerintah desa yang belum maksimal dalam
menjalankan tugasnya. Seharusnya Kinerja pemerintah desa sesuai
dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar.

B. Saran
Untuk meningkatkan Kkinerja pemerintah desa dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat di Desa Tri Sakti, peneliti menyarankan agar:

1. Kepela Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti untuk melakukan
pengawasan secara intensif terhadap bawahannya agar mematuhi
ketentuan kerja, sedangkan pada saat yang sama pimpinan juga harus
mematuhi ketentuan kerja tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk
keteladanan pimpinan dalam melaksanakan disiplin kerja terhadap
bawahannya.

2. Diharapkan kepada pemerintah desa Tri Sakti meningkatkan kualitas
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

3. Diharapkan pemerintah desa Tri Sakti memberikan fasilitas penunjang
pelayanan di Kantor Desa Tri Sakti sehingga dapat terwujud

pelayananyang baik.
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10.

PEDOMAN WAWANCARA

Kinerja apasaja yang telah dilakukan selama menjadi Kepala Desa di Desa
Tri Sakti?

Apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan aturan atau Undang-
undang yang berlaku?

Adakah hambatan atau kendala selama memberikan pelayanan kepada
masyarakat?

Bagaimana sikap dan antusias masyarakat terkait dengan pelayanan yang
diberikan di Kantor Desa Tri Sakti?

Bagaimana dengan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang pelayanan di
Kantor Desa Tri Sakti?

Apakah pegawai yang ada di Kantor Desa Tri Sakti selalu menerapkan asas
kesamaan hak (merata dan sama tanpa membeda-bedakan) status kedudukan?
Apakah pegawai yang ada di Kantor Desa Tri Sakti bersikap tanggap dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat?

Apakah pegawai pemberi pelayanan di Kantor Desa Tri Sakti sudah
menunjukkan tanggungjawabnya dengan maksimal?

Bagaimana dengan kemudahan akses informasi pelayanan di Kantor Desa Tri
Sakti?

Bagaimana dengan ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan di Kantor Desa

Tri Sakti. Apakah sudah sesuai atau sering terlambat dalam penyelesaiannya?
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